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KATA PENGANTAR 
 
Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
 
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator 
kinerja. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 berisi 
sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai dengan Renstra Sekretariat 
Daerah Tahun 2021-2026 serta program dan kegiatan sesuai dengan Rencana 
Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan DPA Tahun 2025. Melalui 
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan 
wewenang serta sumber daya yang tersedia baik itu di level tertinggi yakni 
Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah (Eselon II), maupun Kepala 
Bagian (Eselon III), dan  Ketua Tim.  
 
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini tidak terbatas hanya dokumen tertulis 
saja, namun juga merupakan komitmen penerima amanah agar dapat mewujudkan 
target-target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang sudah 
ditetapkan sebagai bentuk kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di 
Kabupaten Bantul.  
 
Kita semua berharap bahwa Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai 
dengan maksimal, efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat mewujudkan 
peningkatan good governance pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.  
 
Semoga Allah SWT meridhoi segenap upaya kita dan membimbing langkah kita 
untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi. 

 
Bantul, 31 Januari 2025 

Sekretaris Daerah 
 
 

 
Agus Budiraharja,S.K.M.,M.Kes. 

Pembina Utama Madya/ IVd 
NIP. 196808251991031010 
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PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2025 

 
 
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes. 
Jabatan : Sekretaris Daerah 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 
 
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 
rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
 

 

 

PIHAK KEDUA, 
BUPATI BANTUL 

 
 

 
 
 

ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 31 Januari 2025 

 

PIHAK PERTAMA, 
SEKRETARIS DAERAH 

 
 
 
 
 

AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes 
NIP. 196808251991031010 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

SEKRETARIAT DAERAH 

 
 

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711 
Telepon (0274) 367509, Fax. (0274) 368551, 

Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.setda.bantulkab.go.id 
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Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

TARGET 
TAHUNAN 

TRIWULAN TARGET 

Triwulan IV 100 

   7. 

Meningkatnya 
kinerja 
penyelengaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Rata-rata 
pencapaian 
Program 
Sekretariat 
Daerah 

Persen 98,25 

Triwulan I 11 

Triwulan II 50 

Triwulan III 75 

Triwulan IV 98,25 

 
 
Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
        

No Nama Program Anggaran 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

 
Rp      33.543.150.762,00 

         

2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
 

Rp      12.191.310.438,00 
       

3 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp        1.619.891.394,00 
    

4 
Program Penyelenggaraan Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan Kelembagaan  dan 
Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)  

Rp           670.194.000,00   

Jumlah Anggaran Rp      48.024.546.594,00  
 
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
 
 

 

 
PIHAK KEDUA, 

BUPATI BANTUL 
 

 
 
 
 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

    Bantul, 31 Januari 2025 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PIHAK PERTAMA, 

SEKRETARIS DAERAH 
 

 
 
 

 
AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes. 

NIP. 196808251991031010 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 
TAHUN 2025 

 
Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah adalah keberhasilan daerah dalam mengatur, mengurus dan 

mengeluarkan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 

sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and 

clean government). Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka 

akan terwujud pula peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja antara lain yaitu Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini antara lain bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini memiliki implikasi terhadap pelaksanaan 

administrasi pemerintah secara keseluruhan. Dengan perubahan aturan tersebut, 

maka Pemerintah harus memiliki sikap adaptif untuk menyesuaikan diri dengan aturan 

yang berlaku sehingga keputusan yang diberikan tidak membahayakan ataupun 

merugikan warga negara. 

Dasar hukum lain yang mendukung pencapaian Sasaran Kinerja ini adalah Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja yang akan menggambarkan 

secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara 

lain: 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
1.  Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

(AKIP) 

Kabupaten 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP) merupakan 

suatu sistem manajemen kinerja 

untuk meningkatkan kualitas tata 

kelola pemerintahan melalui aspek 

akuntabilitas dan pengukuran kinerja 

yang berorientasi pada hasil 

(outcome) 

Nilai AKIP yang 

dikeluarkan oleh 

Kemenpan RB 

Bagian 

Organisasi  

2.  Persentase 

Perikatan 

Kerjasama yang 

ditindaklanjuti 

Perikatan kerjasama yang 

ditindaklanjuti adalah perikatan 

kerjasama berupa kesepakatan 

bersama dan nota kesepakatan dan 

tindak lanjut perikatan kerjasama 

yang berupa perjanjian kerjasama 

dan rencana kerja. Evaluasi 

kerjasama dan pelaporan hasil 

evaluasi kerjasama dilakukan secara 

rutin dalam pertemuan Tim 

Koordinasi Kerja Sama Daerah 

(TKKSD) 

Jumlah 

Perikatan 

Kerjasama yang 

ditindaklanjuti 

dibagi Jumlah 

Perikatan 

Kerjasama dikali 

100% 

Bagian Tata 

Pemerintahan 

3.  Persentase 

rancangan 

Perda dan 

Perkada yang 

diharmonisasi 

Regulasi yang disusun oleh Daerah 

tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang -

undangan di atasanya. Oleh karena 

itu,  harmonisasi dilakukan  sebagai 

salah satu bagian dari proses 

pembentukan peraturan perundang-

undangan untuk mencegah terjadinya 

disharmonisasi hukum 

Jumlah 

Rancangan 

Perda menjadi 

Perda dibagi 

Jumlah 

rancangan 

Perda yang 

diajukan untuk 

ditetapkan 

sebagai Perda x 

100% 

Bagian Hukum 

4.  Presentase 

Perangkat Daerah 

yang melaporkan 

capaian IKK 

LPPD secara 

tepat waktu 

LPPD merupakan salah satu bentuk 

kewajiban Pemerintah Daerah dalam 

melaporkan penyelenggaraan 

pemerintahan sebagai perwujudan 

akuntabilitas dan prinsip tata 

pemerintahan yang baik. Mengacu 

pada PP Nomor 13 Tahun 2019 dan 

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, 

IKK LPPD merupakan bagian dari 

LPPD yang memuat capaian kinerja 

dan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan. IKK merupakan 

instrumen yang wajib dimuat dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Jumlah 

perangkat 

daerah yang 

melaporkan 

capaian IKK 

LPPD secara 

tepat waktu 

dibagi jumlah 

Perangkat 

Daerah x 100 

Bagian Tata 

Pemerintahan 
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
(RKPD). Selain itu IKK digunakan 

untuk melengkapi target indikator 

sesuai tahun rencana pada RPJMD. 

Agar Dokumen LPPD dapat tersusun 

secara komprehensif dan tepat waktu 

maka Perangkat Daerah harus benar-

benar memperhatikan detail 

kelengkapan laporan agar data yang 

disajikan akurat, relevan, dan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan.  

5.  Persentase 

Perangkat Daerah 

yang memiliki nilai 

IKM minimal B 

Survei  Kepuasan  Masyarakat  

merupakan  salah  satu  cara  yang  

dilakukan  Pemerintah Daerah dalam  

meningkatkan kualitas pelayanan  

publik.  Untuk mengetahui seberapa 

bagus kualitas layanan yang telah 

dilakukan PD, maka perlu  dilakukan  

penilaian  atas  pendapat masyarakat 

melalui penyusunan  Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM). 

Pengukuran Indeks  Kepuasan  

Masyarakat  (IKM)  mengacu  pada  

Peraturan  Menteri PANRB  Nomor  

14  Tahun  2017  tentang  Pedoman  

Penyusunan  Survei Kepuasan 

Masyarakat  dan  Peraturan  Bupati  

Bantul  Nomor  2  Tahun  2019  

tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Pemerintah 

Kabupaten Bantul. 

Jumlah 

perangkat 

daerah yang 

memiliki nilai 

IKM minimal B 

dibagi jumlah 

perangkat 

daerah yang 

dinilai x 100% 

Bagian 

Organisasi  

6.  Persentase 

kebijakan yang 

ditindaklanjuti 

Sekretariat Daerah sebagai penyusun 

kebijakan tingkat Kabupaten akan 

menindaklanjuti kebijakan yang telah 

diputuskan agar dapat memberikan 

peningkatan kesejahteraan bagi 

masyarakat Kabupaten Bantul. 

Jumlah 

kebijakan yang 

ditindaklanjuti / 

jumlah kebijakan 

yang dihasilkan 

per tahun x 

100% 

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat dan 

Bagian PPSDA 

7.  Rata-rata 

pencapaian 

Program 

Sekretariat 

Daerah 

Rata-rata pencapaian program Setda 

adalah hasil capaian realisasi kinerja 

atas 4 (empat) program yang diampu 

oleh Setda yakni Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, Program 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat, Program Perekonomian Dan 

Jumlah tingkat 

capaian seluruh 

program Setda 

dibagi jumlah 

program Setda 

Bagian 

Perencanaan dan 

Keuangan  
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No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 
Pembangunan dan Program 

Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kelembagaan 

dan Ketatalaksanaan.  

Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target 

kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

(AKIP) Kabupaten 

81,7 Hasil Evaluasi nilai Akuntabilitas Kinerja dalam kategori A 

dengan interpretasi Memuaskan. lmplementasi sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya mendorong pencapaian 

output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga 

mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak 

pada outcome yang telah ditetapkan. Sehingga dapat  

mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bantul. 

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 81,70, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 81,27. 

Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam 

dokumen perubahan Renstra sebesar 81,70. 

Persentase 

Perikatan 

Kerjasama yang 

ditindaklanjuti 

100% Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Kerja Sama Daerah 

dengan Daerah lain (KSDD) maupun Kerjasama dengan Pihak 

Ketiga (KSDPK). Target yang diharapakan sebesar 100% 

(seratus persen dengan kategori nilai kinerja Sangat Tinggi. 

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. 

Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam 

dokumen perubahan Renstra sebesar 100%. 

Persentase 

rancangan Perda 

dan Perkada yang 

diharmonisasi 

100% Untuk mewujudkan target Prosentase Rancangan Perda Yang 

Diharmonisasi, pimpinan berkomitemen untuk meningkatkan 

Koordinasi dan komunikasi terpadu antar perangkat daerah, 

Kanwil Kementerian Hukum dan Ham serta Biro Hukum serta 

Pendampingan penyusunan regulasi mulai di tingkat Perangkat 

Daerah dengan melibatkan tenaga penyusun perancang dari 

Kanwil Hukum dan HAM, sehingga dalam proses harmonisasi 

lebih cepat. 

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. 

Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam 

dokumen perubahan Renstra sebesar 100%. 
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Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Presentase 

Perangkat Daerah 

yang melaporkan 

capaian IKK LPPD 

secara tepat waktu 

100 Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu dilakukan melalui 

fasilitasi Bagian Tata Pemerintahan, yaitu dengan 

melaksanakan kickoff meeting bersama seluruh pemangku 

kepentingan baik di lingkup perangkat daerah Kabupaten Bantul 

maupun instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bantul yang ikut 

terlibat dalam penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD. 

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. 

Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam 

dokumen perubahan Renstra sebesar 100% 

Persentase 

Perangkat Daerah 

yang memiliki nilai 

IKM minimal B 

100 Survei SKM dilakukan secara online dan realtime agar dapat  

meningkatkan pelayanan publik. Pimpinan berkomitmen untuk 

melakukan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik, 

mendorong tumbuhnya budaya inovasi pelayanan publik dan 

meningkatkan kualitas SDM.  

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 95%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. 

Sehingga dengan mempertimbangan realisasi tahun 2024, 

target tahun 2025 sebesar 100%. 

Persentase 

kebijakan yang 

ditindaklanjuti 

100 Langkah strategis untuk mencapai target persentase kebijakan 

yang ditindaklanjuti yakni dengan melakukan pemetaan 

permasalahan dalam penyusunan kebijakan prioritas, menyusun 

program kerja dengan memperhatikan permasalahan yang ada 

dan melakukan kolaborasi antar Perangkat Daerah maupun 

stakeholder terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kebijakan.  

Target dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 

sebesar 100%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. 

Sehingga pada tahun 2025 target menggunakan target dalam 

dokumen perubahan Renstra sebesar 100%. 

Rata-rata 

pencapaian 

Program 

Sekretariat 

Daerah 

98,25 Langkah strategis untuk meningkatkan Rata-rata Pencapaian 

Program Sekretariat yakni dengan membuat rencana 

program/kegiatan dan penjadwalan secara konsisten, 

melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda 

administrasi pertanggungjawaban, monev secara kontinyu dan 

meningkatkan kualitas SDM. Target dalam Perubahan Rencana 

Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 90%, sedangkan realisasi 

tahun 2024 sebesar 98,21%. Sehingga dengan 

mempertimbangan realisasi tahun 2024, target tahun 2025 

meningkat menjadi 98,25%. 

 
 
































































































































































































































